BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO ,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, maka Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6956);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615j);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 785);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2012 Nomeor 145, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pchuwato Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pohuwato
{Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor
179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten = Pohuwato
Nomor 160)

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun
2023 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pochuwato Nomor 2).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016
Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 164)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggungiawab
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan

permukiman.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindar
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.
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Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi.

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah
penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Lingkungan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut LISIBA adalah
sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kawasan Siap Bangun
ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan
Prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan
pembangunan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah
Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah
bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan,
merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai
dengan yang direncanakan.

Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah daerah
yvang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang
menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya
ikatan pemersatu, vaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang
sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersama.

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati Pohuwato sesuai dengan
kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.




2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

(1)

(2)

Pasal 7

Dalam Hal Kabupaten Pohuwato belum memiliki RDTR dan/atau RTBL,
maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan
dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka
waktu sementara.

Dalam hal bangunan Gedung tidak memiliki PBG dan persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan

Gedung.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

{1} Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana

(3)

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢, mencakup :

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai
standar yang berlaku.

Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat

mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak

berbau dan tidak berasa.

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana kebutuhan

air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman

tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi:

(1)

Pasal 10
Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
a. drainase lingkungan tidak tersedia;
b. draianase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan; dan/atau

¢. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.



(2} Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran
local tidak tersedia, dan /atau tidak terhubung dengan saluran pada
hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan
menimbulkan genangan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi dimana Jjaringan drainase lingkungan tidak
mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan
dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) selama lebih dari
2 (dua} jam dan terjadi lebih dari 2 {(dua) kali setahun.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau

penutup atau telah terjadi kerusakan.

Ketentuan ayat (1) huruf ¢ dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12

berbunyi:

(1)

(2)

Pasal 12

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup :

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau

c. dihapus

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi

dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan

perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga;,

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse,
recycle} pada skala lingkungan;

c. Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan

d. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.




(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
} | pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau

| permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik
{ b. pengumpulan sampah lingkungan;
) ‘ c. pengangkutan sampah lingkungan,;
| | d. pengolahan sampah lingkungan.
| (4} Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi:
Pasal 13
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mencakup:
a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran;
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran;
dan/atau
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah
| diakses.
(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. alat pemadam api ringan (APAR);
b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau

c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi:
Pasal 40
(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

| perumahan dan Kawasan permukiman.



(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang teridentifikasi
sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan
prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Dihapus.

Ketentuan ayat (5) Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 41

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf
b, dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah
dilakukan terhadap aspek :

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

(2} Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a, mengklasifikasikan kondisi
kekumuhan sebagai berikut :

a. kumuh kategori ringan,;
b. kumuh kategori sedang; dan
¢. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas klasifikasi:
a. status lahan legal; dan
b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas :
a. pertimbangan lain kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5} dihapus.

Ketentuan ayat (5) Pasal 43 dihapus dan ditambahkan 1 {satu) ayat,
sehingga Pasal 43 berbunyi:



Pasal 43

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
dilengkapi dengan :

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi
data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat
dalam suatu wilayah berdasarkan tabel daftar lokasi.

(5) Dihapus.

(6) Penetapan lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh |

Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Il dan lampiran Il dihapus.

Pasal 11
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI POHUWATO,

IPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa PARAF KOORDINASI
pada tanggal 2 Desember 2024 SEKDA ’

ASISTEN PEMKESRA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, [

KABAG HUKUM
KEPALA .DINAS.. De[quM
KABID e sart penukisar
KASI/KASUBAG/JF ..........
PELAKSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO ( 4/23/2024)




Pasal 43

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
dilengkapi dengan :

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi
data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat
dalam suatu wilayah berdasarkan tabel daftar lokasi.

(5) Dihapus.

(6) Penetapan lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Il dan lampiran III dihapus.

Pasal 11
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI POHUWATO,

L7

IPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH UPATEN POHUWATO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO ( 4/23/2024)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pohuwato
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Peraturan Daerah tersebut lahir didasarkan pada Peraturan Menteri
PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan Menteri
PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah dicabut dan
diganti dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
ini telah merubah beberapa Pasal yang prinsip pada pelaksanaan kebijakan
Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh perlu diubah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.



Angka 3
Pasal 10
Cukup Jelas.
Angka 4
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 13
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 40

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 41

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas
Angka 9
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup jelas.
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